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TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

.a.

WALIKOTA CIMAHI,

bahwa dalam rangka meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat, perlu
adanya pelayanan, pengendalian dan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan
di bidang kesehatan disesuaikan dengan
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pelayanan Kesehatan termasuk
dalam Golongan Retribusi Jasa Umum



Mengingat

yang dapat dipungut oleh Pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
dipandang perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Cimahi mengenai Retribusi
Pelayanan  Kesehatan Pada  Pusat
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3845);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001,

tentang Pembentukan Kota  Cimahi
(Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara



10.

11.

12.

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007  tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan



18.

19.

20.

21.

22.

Keuangan Gubernur sebagai  Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Intensif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Negara, Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11
Tahun 2007 tentang  Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan



23.

Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri
D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimabhi
Tahun 2008 Nomor 89 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimabhi
Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Menetapkan

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS).



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota

beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
Walikota adalah Walikota Cimabhi.
Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah
selanjutnya disebut dengan DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cimahi.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota
Cimahi.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Kesehatan Kota Cimabhi.

7. Bendaharawan Penerima Dinas adalah
penanggung jawab atau  pengurus
keuangan di Dinas Kesehatan.

8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kota Cimabhi.

9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi.

10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial



11.

12.

13.

14.

yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup  produktif secara sosial dan
ekonomis.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah
suatu alat dan/atau tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

Obat adalah bahan atau paduan bahan,
termasuk produk biologi yang digunakan
untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologi atau keadaan patologi
dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan,
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,
untuk manusia.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintregasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dalam bentuk pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat.

Pelayanan kesehatan promotif adalah
suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih



15.

16.

17.

18.

19.

mengutamakan kegiatan yang bersifat
promosi kesehatan.

Pelayanan kesehatan preventif adalah
suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu
masalah kesehatan/penyakit.

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pengobatan yang ditujukan untuk
penyembuhan  penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit, pengendalian
penyakit, atau pengendalian kecacatan
agar kualitas penderita dapat terjaga
seoptimal mungkin.

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
untuk mengembalikan bekas penderita ke
dalam  masyarakat sehingga dapat
berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat
yang berguna untuk dirinya dan
masyarakat semaksimal mungkin sesuai
dengan kemampuannya.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Retribusi pelayanan kesehatan adalah
pungutan yang dikenakan terhadap
seseorang atau badan hukum sebagai
imbalan karena mendapatkan pelayanan di
bidang kesehatan.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah
pelayanan  pengobatan  di  fasilitas
pelayanan kesehatan dengan tidak harus
menginap di fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut baik didalam gedung dan diluar
gedung.

Pelayanan kesehatan rawat inap adalah
pelayanan pengobatan kepada penderita di
suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang
oleh karena penyakitnya penderita harus
menginap di fasilitas kesehatan tersebut.

Poliklinikk umum adalah bagian dari
unit/instalasi pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan pengobatan.

Poliklinik  gigi adalah  bagian dari
unit/instalasi pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan gigi.

Poliklinik  spesialis adalah pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan
pengobatan yang bersifat spesialistis.

Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak (KIA)
serta Keluarga Berencana (KB) adalah
pelayanan kesehatan dengan maksud
memelihara dan meningkatkan kesehatan
ibu hamil, nifas, Ibu menyusui (laktasi) bayi
serta anak pra sekolah dan pelayanan
keluarga berencana.

Laboratorium adalah sarana kesehatan
untuk mengerjakan pemeriksaan bahan
dari pasien untuk menunjang diagnosis dan



27.

28.

29.

30.

31.

32.

bahan-bahan lain untuk kepentingan
pemeriksaan.

Pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan
khusus untuk mengerjakan pemeriksaan
bahan dari pasien untuk menunjang
diagnosis dan bahan-bahan lain untuk
kepentingan pemeriksaan.

Peserta tertanggung PT. (Persero)
Asuransi Kesehatan Indonesia adalah
Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawali
Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI /
POLRI yang mempunyai tanda pengenal
PT. (Persero) Asuransi Kesehatan
Indonesia beserta keluarganya yang
tercantum dalam kartu pengenal yang sah.

Peserta tertanggung PT. Jamsostek adalah
Karyawan Perusahaan Swasta dan atau
buruh kontraktor peserta tertanggung PT.
Jamsostek.

Orang yang tidak mampu adalah mereka
yang tidak mampu membayar biaya
pengobatan yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Kepala Kelurahan yang
diketahui Camat.

Veteran adalah mereka yang mempunyai
tanda anggota Veteran Republik Indonesia
beserta anggota keluarganya yang
tercantum di kartu pengenal yang sah.

Perintis kemerdekaan adalah orang-orang
atau mereka yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan karena



33.

34.

35.

jasa dan pengabdiannya dalam
memperjuangan dan merintis kemerdekaan
Negara Republik Indonesia.

Unit Gawat Darurat adalah fungsional yang
melaksanakan jenis pelayanan kesehatan
yang segera dalam upaya menyelamatkan
jiwa penderita dalam keadaan Kkritis
sehingga memerlukan pertolongan secara
cepat dan cermat sehingga memerlukan
tindakan mendesak dan tepat untuk
menyelamatkan nyawa, menjamin
perlindungan dan memulihkan kesehatan
individu atau masyarakat.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan  pelayanan
kesehatan di daerah, Pemerintah Daerah
berwenang untuk memungut retribusi daerah.



BAB i
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi  Pelayanan
Kesehatan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan
pada Puskesmas.

(2) Objek  Retribusi  adalah  pelayanan
kesehatan di puskesmas, puskesmas
keliling, puskesmas pembantu, dan fasilitas
kesehatan lainnya yang sejenis yang
dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah
daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(3) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang
mendapatkan pelayanan kesehatan dari

puskesmas, puskesmas pembantu,
puskesmas keliling, dan fasilitas kesehatan
lainnya.

BAB Il

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum.



BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS

Pasal 5

Pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri

dari :

a. rawat jalan;

b. rawat inap di puskesmas;

c. tindakan medis;

d. tindakan lainnya (di luar obat dan alat

kesehatan);

pelayanan KIA/KB;

pelayanan kesehatan gigi;

g. pemeriksaan kesehatan untuk maksud-
maksud tertentu;

h. pemeriksaan penunjang diagnostik;
I. laboratorium; dan
j.  pemeriksaan lainnya;

™ @

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung

berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.



(2)

3)

1)

(2)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan jasa yang
bersangkutan.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau
persentase tertentu yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang
terutang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Penentuan besarnya retribusi pelayanan
kesehatan  ditentukan dengan cara
penghitungan sebagai berikut :



3)

1)

(2)

3)

(4)

a. biaya material (obat/bahan/alat habis
pakai) yang digunakan;

b. biaya pemeliharaan;
c. Jjasa.

Tarif retribusi yang sudah ditetapkan
berdasarkan perhitungan pada ayat (2)
dibebankan kepada pasien dan sebagian
lainnya dibebankan kepada Pemerintah
Daerah.

Pasal 8

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 akan ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(2) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.



Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi penderita
tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan
Indonesia, PT. Jamsostek dan Asuransi
Kesehatan lainnya ditetapkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk perhitungan akhir semua biaya
pelayanan  kesehatan rawat inap di
Puskesmas, hari masuk dihitung penuh
sedangkan hari pulang sebelum pukul 12.00
WIB dibebaskan, setelah pukul 12.00 WIB
dihitung satu hari penuh.

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan
Kesehatan terdiri dari wilayah kerja Puskemas

yang tersebar di wilayah Pemerintahan Kota
Cimahi.



BAB VI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 12

Penentuan pembayaran retribusi disesuaikan
dengan pelayanan kesehatan yang telah
diterima oleh wajib retribusi sebagaimana yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran retribusi dilakukan di masing-
masing Puskesmas, Puskesmas Pembantu
dan fasilitas kesehatan lainnya tempat wajib
retribusi memperoleh pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain  yang
dipersamakan.



(2) Dokumen lain yang  dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu
langganan.

(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan
secara tunai atau lunas.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penentuan
Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Tata
Cara Pembayaran diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis
Kemerdekaan Republik Indonesia yang
berdomisili di Kota Cimahi diberikan
keringanan/pembebasan Retribusi, yang
dapat dibuktikan dengan menunjukkan
Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Pasien tidak mampu dibebaskan dari
Retribusi Pelayanan Kesehatan harus
membawa Kartu Jamkesmas atau Kartu



3)

1)

(@)

3)

(4)

Jamkesda, atau membawa Surat
Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
yang diketahui Camat.

Retribusi untuk pasien sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibebankan
kepada Pemerintah Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Penagihan Retribusi terutang
menggunakan STRD dengan didahului
dengan Surat Teguran.

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/
Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat
lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.



1)

(2)

3)

(4)

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA
Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi,
Kedaluwarsa apabila telah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan Tidak Pidana di
bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan Utang Retribusi dari
Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara
langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin
ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan
Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB Xl

TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 20
(1) Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan

Kesehatan dari Puskesmas dan fasilitas
kesehatan lainnya diserahkan kepada



(2)

3)

(4)

()

Bendaharawan Penerima Dinas setiap hari
pelayanan.

Di setiap Puskesmas dan fasilitas
kesehatan lainnya, Kepala Dinas
menetapkan petugas pelaksana yang
bertugas selaku penghimpun/penerima
(collector) retribusi dan bertanggung jawab
atas penerimaan dan penyetorannya
kepada Bendaharawan Penerima Dinas.

Bendaharawan Penerima Dinas
menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke
Kas Daerah setiap hari.

Bendaharawan Penerima Dinas dan
petugas pelaksana penerima (collector)
retribusi masing-masing membuat laporan
keuangan secara berjenjang dari setiap
tingkatan pelayanannya.

Laporan keuangan penerimaan seluruh
retribusi dari Dinas yang disetorkan ke Kas
Daerah  dibuat oleh  Bendaharawan
Penerima Dinas yang diketahui oleh
Kepala Dinas disampaikan setiap bulan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
dan laporan triwulan pada tanggal yang
sama setiap bulan ke empat, disampaikan
kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan
Daerah.



BAB XiIli

PENGGUNAAN PENDAPATAN RETRIBUSI

1)

(@)

3)

PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 21

Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari
Puskesmas dan fasiltas kesehatan lainnya,
seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui
mekanisme keuangan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Puskesmas dan fasilitas
kesehatan lainnya yang disetor ke kas
daerah digunakan untuk biaya operasional
dan jasa pelayanan di Puskesmas.
Penggunaan pendapatan di Puskesmas
dan atau fasilitas kesehatan lainnya diatur
melalui Peraturan Walikota.
BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah
ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk.



BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar
tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan dari retribusi yang
terhutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Wajib  retribusi  dapat  mengajukan
permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(1) disampaikan secara tertulis oleh waijib
retribusi kepada Walikota atau pejabat
yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya STRD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh



walikota atau pejabat yang ditunjuk paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan diajukan.

(4) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari
walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan maka permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,
ketentuan mengenai Retribusi Kesehatan
Puskesmas dalam Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Izin
Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 34
Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimabhi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 10 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 121 SERIC



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 8TAHUN 2011
TANGGAL : 10 Februari 2011

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

(PUSKESMAS)

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN

TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
| |RETRIBUSI RAWAT JALAN
1|Rawat jalan di Poli Umum Per Kunjungan 10,000 5,000 5,000
2[Rawat jalan Poli Spesialis Per Kunjungan 25,150 20,000 5,150
3[Rawat jalan gawat darurat (tanpa tindakan| Per Kunjungan 14,950 10,000 4,950
medis)
4[Retribusi rawat jalan di Poli Umum Sore Per Kunjungan 18,200 15,000 3,200
(di luar jam kerja)
5[Konseling Per Kunjungan 7,125 5,000 2,125
Il [RETRIBUSI RAWAT INAP DI
PUSKESMAS
1|Pemakaian ruang perawatan Per Hari 15,000 15,000 -
2|Konsultasi dokter spesialis Per kunjungan 20,000 20,000 -
3|Konsultasi dokter spesialis via telp Per telp 10,000 10,000 -
4|Visite dokter umum Per kunjungan 15,000 15,000 -
5[Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari 7,500 7,500 -
(Askep)/Asuhan Kebidanan (Askeb)
pasien rawat inap
6[Penyediaan makan minum & snack Per Hari 50,000 50,000 -
Il |TINDAKAN MEDIS
1|Perawatan Luka Tanpa Jahitan
a. Luka ringan / ganti verban Per Tindakan 8,000 5,000 3,000
b. Luka sedang Per Tindakan 11,500 10,000 1,500
c. Luka berat Per Tindakan 15,000 15,000 -
2|Perawatan Luka 1-5 Jahitan Per Tindakan 41,500 20,000 | 21,500
3|Perawatan luka > 5 jahitan Per Jahitan 12,000 5,000 7,000
4|Perawatan luka bakar tingkat | dengan Per Tindakan 21,000 20,000 1,000
luas < 10%
5[Buka jahitan 1-5 Per Tindakan 11,000 7,500 3,500
6(Buka jahitan > 5 jahitan Per Tindakan 15,000 15,000 -
7|Insisi Abses Per Tindakan 51,500 20,000| 31,500
8|Insisi Abses Besar Per Tindakan 62,000 30,000 | 32,000
9|Extirpasi Per Tindakan 78,000 50,000 | 28,000
10|Extirpasi Besar Lainnya Per Tindakan 95,000 75,000 | 20,000
11|Cabut kuku Per Kuku 24,000 20,000 4,000
12|Khitan Per Tindakan 167,500 150,000 17,500
13(Bilas serumen prop Per Tindakan 22,500 20,000 2,500
14(Tindik telinga Per Tindakan 18,000 15,000 3,000
15|Insisi Hordeolum Per Tindakan 29,500 25,000 4,500
16|Ekstraksi benda asing di Per Tindakan 25,000 25,000 -

telinga/hidung/mata




TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
17|Epistaksis Packing Posterior Per Tindakan 50,000 50,000 -
18|Epistaksis Packing Anterior Per Tindakan 20,000 20,000 -
19(Tampon hidung Per Tindakan 11,000 10,000 1,000
20|Aplikasi Tinctura Podofilin 25% Per Tindakan 21,000 20,000 1,000
IV |TINDAKAN LAIN (DI LUAR
1[Suntikan Per Tindakan 3,000 3,000 -
2|Infus Per Tindakan 8,000 8,000 -
3| Transfusi Per Tindakan 10,000 10,000 -
4[Sonde hidung (dewasa) Per Tindakan 10,000 10,000 -
5|Resusitasi Per Tindakan 50,000 50,000 -
6[Pasang kateter Per Tindakan 20,000 20,000 -
7|Angkat Kateter Per Tindakan 10,000 10,000 -
8|Suctioning Per Tindakan 10,000 10,000 -
V |PEMERIKSAAN LAINNYA
1|Pemeriksaan Visus sederhana Per Orang 3,000 3,000 -
2[Pemeriksaan Refraksi Per Orang 15,000 15,000 -
3[Oksigen Per 4 jam 60,000 60,000 -
4[Oksigen kurang dari 1 jam Per Tindakan 15,000 15,000 -
5|Nebulizer Per Tindakan 25,000 25,000 -
6|Retribusi Visum et Repertum pemeriksaan Per Orang 20,000 20,000 -
fisik luar untuk pasien umum
7|Retribusi Visum et Repertum Per Orang 35,000 35,000 -
pemeriksaan fisik luar untuk kepentingan
klaim asuransi
VI |PELAYANAN KIA/KB
1|Pemeriksaan Kehamilan dengan Dofler Per Tindakan 7,000 7,000 -
2|Pijat Bayi Per Tindakan 7,000 7,000 -
3[Senam hamil Per Orang 7,000 5,000 2,000
PerKunjungan
4(Breast Care / Perawatan Payudara Per Tindakan 10,000 10,000 -
5[Suntikan KB + obat (jangka 3 bulan) Per Tindakan 12,000 12,000 -
6[Suntikan KB + obat (jangka 1 bulan) Per Tindakan 25,000 25,000 -
7[Pemasangan IUD + Alat Per Tindakan 100,000 50,000 | 50,000
8[Pemasangan Implan + Alat Per Tindakan 80,000 50,000 | 30,000
9[Pencabutan Implan Per Tindakan 80,000 80,000 -
10{Pencabutan Implan dengan Penyulit Per Tindakan 90,000 90,000 -
11(Pencabutan IUD Per Tindakan 30,000 30,000 -
12(Kontrol IUD tanpa komplikasi Per Tindakan 8,500 6,000 2,500
13(Kontrol IUD + Pengobatan Erosi Per Tindakan 12,000 10,000 2,000
14(Pencabutan IUD dengan Penyulit Per Tindakan 37,500 35,000 2,500
15(Konsultasi KB (Pil) Per Tindakan 5,000 5,000 -
16| Test Perkembangan Anak DIDTK (Deteksi| Per Tindakan 10,000 10,000 -

dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)




TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
17|PAP SMEAR Per Tindakan 55,000 50,000 5,000
18|IVA TEST Per Tindakan 30,000 20,000 | 10,000
19|USG Per Tindakan 55,000 40,000 | 15,000
20|Sewa Inkubator Sederhana Per Hari 40,000 40,000 -
21|Pemeriksaan Dalam dan Vulva Hiegine Per Tindakan 6,000 5,000 1,000
22|vaksinasi Per Tindakan 12,500 5,000 7,500
23|Paket Persalinan Normal oleh Bidan Per Tindakan 365,000 365,000 -
24|Peket Persalinan Normal oleh dokter Per Tindakan 450,000 450,000 -
25|Paket Persalinan Sungsang Per Tindakan 475,000 475,000
26|Paket Persalinan Gemelli Per Tindakan 500,000 500,000 -
27|Paket Persalinan Partus Lama Per Tindakan 600,000 600,000 -
28|Paket Persalinan Pre Eklamsi Per Tindakan 500,000 500,000 -
29|paket Persalinan dengan Vakum Ektraksi Per Tindakan 600,000 600,000 -
30|Pendarahan Post Partum Per Tindakan 335,000 335,000 -
31|Episiotomi Per Tindakan 27,000 27,000 -
32|Penjahitan Perinium lebih dari 5 Per Tindakan 45,000 45,000 -
33|Eksplorasi / Digital Per Tindakan 42,000 42,000 -
34|Kompresi Bimanual Per Tindakan 44,000 44,000 -
35|Penjahitan Portio Per Tindakan 93,000 93,000 -
36|Sewa Ruangan VK Per Tindakan 25,000
VII [PELAYANAN KESEHATAN GIGI
1|Penambalan Amalgam Per gigi 30,000 12,500 | 17,500
2|Penambalan ART Per gigi 24,700 12,500 | 12,200
3[Penambalan composite Per gigi 24,700 15,000 9,700
4|Penambalan Sinar Per gigi 41,000 40,000 1,000
5[Penambalan Sementara Per gigi 15,000 5,000 | 10,000
6|Devitalisasi Per gigi 16,700 15,000 1,700
7|Trepanasi Per gigi 15,000 10,000 5,000
8|Anastesi local pada perawatan endo Per gigi 15,000 5,000 | 10,000
9[Pulp capping Per gigi 15,000 7,500 7,500
10{Pencabutan Gigi Sulung dg Chlor Ethyl Per gigi 20,000 10,000 | 10,000
11{Pencabutan Gigi Sulung dg Injeksi Per gigi 24,000 15,000 9,000
12|Pencabutan Gigi Tetap tanpa Komplikasi Per gigi 24,000 15,000 9,000
13|Pencabutan Gigi M3 Per gigi 40,000 30,000 | 10,000
14|(Pencabutan Gigi Tetap dgn Komplikasi Per gigi 37,000 25,000 | 12,000
15[Hekting 1 - 3 jahitan Per gigi 16,000 10,000 6,000
16(Buka jahitan Per gigi 15,000 10,000 5,000
17[Penanggulangan dry socket Per gigi 15,000 10,000 5,000
18|Kontrol pasca tindakan Per gigi 15,000 5,000 [ 10,000
19(Scalling per Regio per Regio 40,000 15,000 | 25,000
20|Gigi palsu sebagian (plat tambah 1 gigi) Per gigi 150,000 150,000 -
21|Penambahan 1 gigi Per gigi 25,000 25,000 -
22|Full denture rahang atas rahang bawah Per gigi 700,000 700,000 -
23|Valplast (plat tambah 1 gigi) Per gigi 350,000 350,000 -
24|Penambahan 1 gigi varlpast Per gigi 50,000 50,000 -
25|Frame denture Per gigi 400,000 400,000 -
26|Penambahan 1 gigi frame denture Per gigi 100,000 100,000 -
27|Jacket crown dengan backing logam Per gigi 350,000 350,000 -
28|Jacket crown dengan metal porselen Per gigi 550,000 550,000 -
29|Jacket crown dengan all porselen Per gigi 750,000 750,000 -




TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
30|Crown & bridge acliric / metal Per gigi 300,000 300,000 -
31|Obturator + feeding plat Per gigi 300,000 300,000 -
32|Pesawat Ortho sederhana per rahang 250,000 250,000 -
VIl [PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK
MAKSUD-MAKSUD TERTENTU
PEMERIKSAAN KESEHATAN
1|Pemeriksaan kesehatan untuk
kepentingan perorangan tanpa konseling
a. Persyaratan melanjutkan sekolah Per Orang 5,000 5,000 -
b. Melamar Kerja Per Orang 5,000 5,000 -
2|Pemeriksaan kesehatan untuk
kepentingan perorangan dengan
a. Persyaratan Diklat Per Orang 15,000 15,000 -
b. Calon Pengantin Per Orang 15,000 15,000 -
¢. Untuk Ke Luar Negeri Per Orang 15,000 15,000 -
d. Persyaratan kesehatan untuk Per Orang 15,000 15,000 -
perusahaan/organisasi/instansi tertentu
3|Pemeriksaan kesehatan untuk Per Orang 25,000 25,000 -
kepentingan
4[Pemeriksaan Buta Warna Per Orang 10,000 10,000 -
5[Pembinaan Haji Per Orang 75,000 75,000 -
6[Tes kebugaran Per Orang 25,000 25,000 -
IX |PEMERIKSAAN PENUNJANG
DIAGNOSTIK
1|Pemeriksaan EKG tanpa expertise Per Pemeriksaan 25,000 25,000 -
2[X-Ray tanpa expertise Per Pemeriksaan 25,000 25,000 -
3[X-Ray Gigi tanpa expertise -
a. Panoramic Per pemeriksaan 40,000 40,000 -
b. Biasa Per pemeriksaan 20,000 20,000 -
4|Konsultasi hasil X-Ray/EKG ke spesialis Per Kasus 15,000 15,000 -
USG Per pemeriksaan 40,000 40,000 -
5|Audiometri Per Tindakan 25,000 25,000 -
X [LABORATORIUM
A. |HEMATOLOGI
1 | Darah lengkap (Hb, Leuko, Tro,bo, Diff, per tes 30,620 27,500 3,120
Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit)
2 | Hb, Photometer per tes 11,375 9,000 2,375
3 | Leuco, Mikroskopis per tes 10,475 9,000 1,475
4 | Trombo, mikroskopis per tes 12,625 11,000 1,625
5| LED per tes 9,000 9,000 -
6 | Gol darah, aglutinasi per tes 13,640 13,500 140
7 | Hematokrit, mikrohematokrit per tes 7,415 7,000 415
8 | Eritrosit per tes 11,510 9,000 2,510
9 [ Eosinofil per tes 12,655 9,000 3,655
10 | Retikulosit per tes 14,195 9,000 5,195
11 | Hitung jenis leukositdiff, mikroskopis per tes 14,420 10,000 4,420
12 | morfologi darah tepi, morfologi per tes 49,500 49,500 -
13 | Waktu pendarahan per tes 7,600 7,000 600
14 | Waktu pembekuan \ 8,135 7,000 1,135




TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
B. | KIMIA KLINIK
1 [ Glukosa per tes 13,340 11,000 2,340
2 | Glukusa Toleransi Test per tes 38,985 33,000 5,985
3 | Cholesterol per tes 11,915 11,000 915
4 | Trigliserida per tes 13,000 13,000 -
5 | Ureum per tes 11,485 11,000 485
6 [ Creatinin per tes 11,555 11,000 555
7 | SGOT per tes 12,000 12,000 -
8 [ SGPT per tes 12,000 12,000 -
9 | Alkali Phosphat per tes 22,585 22,000 585
10 | Gamma GT per tes 31,000 31,000 -
11 | Billirubin Total per tes 15,460 12,000 3,460
12 | Billirubin Direk per tes 12,390 12,000 390
13 | Protein Total per tes 13,215 12,000 1,215
14 | Albumin per tes 16,595 16,500 95
15 | Natrium per tes 29,000 29,000 -
16 | Kalium per tes 29,000 29,000 -
17 | Chlorida per tes 29,000 29,000 -
18 | Iron per tes 39,385 30,000 9,385
19 | Magnesium per tes 30,870 30,000 870
20 | Alfa Amilase per tes 77,000 77,000 -
21 | Lipase per tes 71,500 71,500 -
22 | Asam urat per tes 22,000 22,000 -
23 | Cholesterol HDL Direk per tes 17,260 16,500 760
24 | Cholesterol LDL Direk per tes 24,580 22,000 2,580
26 | Calsium, ion per tes 23,650 23,650 -
C. | URINE
1 | Urine Rutin per tes 23,182 19,000 4,182
2 | Sediment per tes 9,246 9,000 246
3 | Reduksi per tes 7,705 7,000 705
4 | Protein per tes 6,205 5,500 705
5 [ Bilirubin per tes 7,306 5,500 1,806
6 | Keton per tes 7,205 5,500 1,705
7 | Narkoba ( Amphetamin, Metamphetanin, per tes 165,800 165,000 800
Coccain, Morphin, THC, BZN, Barbiturat )
D. | FECES
1| Feces rutin (makroskopis, mikroskopis) per tes 11,000 11,000 -
2| Darah samar per tes 25,500 25,500 -
3|[Sisa pencernaan (protein, karbohidrat, per tes 30,620 11,000 | 19,620
lemak)
E. | MIKROBIOLOGI
1| Mikroskopis Gram per tes 14,200 11,000 3,200
2| Mikroskopis ZN (BTA) 3x per tes 36,200 7,500 | 28,700
3| Mikroskopis ZN ( Lepra) per tes 15,200 12,000 3,200
4| Mikroskopis Candida per tes 14,200 11,000 3,200
5[ Mikroskopis Diphtherie per tes 14,200 11,000 3,200
6| Mikroskopis Jamur / Fungsi per tes 12,200 9,000 3,200
7| Mikroskopis Malaria / Filaria per tes 18,700 15,500 3,200
8| Mikroskopis Trichomonas per tes 16,700 13,500 3,200




TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
9| Mikroskopik Amuba per tes 17,700 14,500 3,200
10| Mikroskopik Telur Cacing per tes 17,700 14,500 3,200
11| Mikroskopik Sarcoptes Scabel per tes 13,200 10,000 3,200
12| Biakan Mikrobiologi ( Kultur MO ) per tes 91,200 88,000 3,200
13| Biakan GAAL ( Bactec & Manual ) per tes 74,700 71,500 3,200
14| Hitung Kuman per tes 29,700 26,500 3,200
15| E Coli identifikasi per tes 52,700 49,500 3,200
16 MPN coliform per tes 52,700 49,500 3,200
17| MPN coli tinja per tes 52,700 49,500 3,200
F. | KIMIA KESEHATAN
F.1. [ Kimia Bahan Makanan & Minuman
1| Asam Borat (gravimetri & titrasi) per tes 55,000 55,000 -
2| Boraks (gravimetri) per tes 66,000 66,000 -
3| Benzoat ekstrasi dan titrasi per tes 55,000 55,000 -
4| Zat Warna ekstraksi, elusi dan KLT per tes 82,500 82,500 -
5[ Siklamat destruksi dan gravimetri per tes 27,500 27,500 -
6| Formalin destilasi spektro per tes 66,000 66,000 -
7[Sakarin (ekstrasksi dan titrasi) per tes 55,000 55,000 -
8[Natrium Bikarbonat (titrasi) per tes 55,000 55,000 -
F.2. |Kimia Air (Air Bersih)
F.2.1|Fisika
1|Bau (makroskopis) per tes 3,500 3,500 -
2(Zat padat terlarut (gravimetri) per tes 22,000 22,000 -
3|kekeruhan per tes 17,500 17,500 -
4|warna (makroskopis) per tes 3,500 3,500 -
F.2.2|Kimia An organik
1|Besi (spektrofotometri) per tes 33,000 33,000 -
2|Fluorida (spektrofotometri) per tes 25,000 25,000 -
3|Kesadahan Ca (Titrimetri) per tes 22,000 22,000 -
4(Klorida (titrimetri) per tes 23,000 23,000 -
5[Mangan (spektrofotometri) per tes 58,000 58,000 -
6([Nitrat (spektrofotometri) per tes 55,000 55,000 -
7 [Nitrit (spestrofotometri) per tes 55,000 55,000 -
8[pH (potensiometri) per tes 12,000 12,000 -
9([Sulfat (speftrofotometri) per tes 33,000 33,000 -
2(Zat organik (KMnO4) per tes 13,500 13,500 -
3|Klor bebas (spektrofotometri) per tes 66,000 66,000 -
G. | KIMIA LINGKUNGAN -
1| Air Kolam Renang per tes 220,000 220,000 -
2| Air minum secara kimia per tes 990,000 990,000 -
3| Air buangan per tes 1,490,000 1,490,000 -
4( Air badan air per tes 1,925,000 1,925,000 -
H. | IMUNOLOGI
1| HBs Ag Rapid Test per tes 32,300 27,500| 4,800
2| Anti HCV Rapid Test per tes 40,300 35,500( 4,800
3| Anti HIV / Rapid Test per tes 59,800 55,000 4,800
4| Dengue 1gG/IgM / Rapid Test per tes 174,800 170,000( 4,800
5| Dengue IgG Rapid Test per tes 92,800 88,000( 4,800




TOTAL TARIF YG SUBSIDI
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN SATUAN KEBUTUHAN DIBEBANKAN (Rp)
(Rp) KEPADA MASY (Rp)
6| Dengue IgM Rapid Test per tes 103,800 99,000( 4,800
7| ASTO / Aglutinasi per tes 30,400 30,000 400
8| CRP / Aglutinasi per tes 22,400 22,000 400
9| Widal / Aglutinasi per tes 42,400 42,000 400
10| Sypilis / Rapid Test per tes 33,400 33,000 400
11 RPR / VDRL / Aglutinasi per tes 18,400 18,000 400
12| TPHA per tes 51,200 44,000( 7,200
. | HORMON
1| Tes Kehamilan per tes 15,400 15,000 400
RETRIBUSI MOBIL AMBULAN
(Pemakaian diluar Perawat, Obat-
obatan, Biaya Tol, Alat habis pakai dan
BBM)
1|Pemakaian di dalam kota < 6 jam Per Pemakaian 100,000
Selebihnya setiap jam dihitung 25,000
Bidan/Perawat pendamping pasien Per Kasus 25,000
rujukan dalam kota
2|Pemakaian di luar kota
Untuk pemakaian perjalanan ke luar kota Per Km 1,500
pulang pergi diperhitungkan setiap Km
Bidan/Perawat pendamping pasien Per Kasus Sesuai SAB yang

rujukan luar kota

berlaku

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA




